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Abstrak 

Merajalelanya kejahatan pencabulan terhadap anak semakin mencemaskan 

masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat. 

Anak yang seharusnya dilindungi serta disayang justru menjadi bahan kejahatan 

terutama perbuatan cabul yang menimbulkan dampak yang serius kepada korban. 

Pencabulan merupakan suatu jenis perilaku tercela dan tidak senonoh yang 

melanggar kesusilaan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini (1) 

Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara putusan No. 

31/Pid.Sus/2021/PN Swl? (2) Bagaimanakah sanksi hukum pidana Islam bagi 

pelaku kekerasan seksual (pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus?. 

Penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif 

dengan didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode 

mengkaji, membaca, menelah bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa 

buku, undang-undang, putusan hakim, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah. 1) 

Dasar pertimbangan hakim pada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual 

(pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus secara yuridis adalah terdakwa 

terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Se icara sosi iologiis bahwa teirdakwa meirupakan keirabat korban dan 

meini imbulkan trauma, meiliiputi i teirdakwa meilakukan perbuatan cabul. Dari segi 

filosofis, perbuatan cabul tersebut melanggar nilai-nilai fundamental seperti niilaii 

agama, keiadi ilan dan hak asasii manusi ia 2) Sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap 

anak yang berkebutuhan khusus menurut tindak pidana hukum Islam 

dikategorikan jarimah ta’zir hukuman bagi pelaku pencabulan dijatuhi hukuman 

yang diberikan kepada ulil amri. Dalam tindak pidana hukum Islam pencabulan 

merupakan jarimah ta'zir, karena jarimah pencabulan tidak diatur didalam Al-

Quran dan Al-Hadis sebagaimana jarimah had. 

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencabulan, Anak Berkebutuhan 

Khusus. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 

No. 0543 b/U/1987 tertanggal  22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 ‘ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ’ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل
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 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H هـ

 ‘ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (Marbutoh) T ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas 

vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

------------------  Fathah 

------------------   Kasroh 

------------------  Dlommah 

Contoh : 

 Kataba = كتب 

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذكر

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara 

harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

Contoh : 

 kaifa : كيف

 alā‘ : على

 haula : حول

 amana : أمن

 ai atau ay : أي 
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C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf atau benda. 

Contoh : 

Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ءأ

 Kasroh dan ya Ī I dan garis di atas اي 

 Dlommah dan waw Ū U dan garis di atas أو

Contoh : 

 qāla subhānaka : قال سبحانك 

مضان صام ر  : shāma ramadlāna 

 ramā : رمي

 fīha manāfi’u : فيها منافع 

يمكرون ن ما  يكتبو   : yaktubūna mā yamkurūna 

 iz qāla yūsuf li abīhi : إذ قال يوسف لأبيه 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatulathfāl روضة الأطفال 

ورةالمدينة المن  Al-Madīnah al-munawwarah 
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut. 

 Nazzala   =      نزل  Robbanā  = ربنا .

F. Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب 

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس 

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u البديع

 Al-qomaru Al-qomaru القمر 

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang 

ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal 

kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu =       أمرت   Ta’khuzūna   =     تأخذون



 

xi 
 

 

ءهداالش      =   Asy-syuhadā’u   فأتي بها     = Fa’tībihā 

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola 

sebagai berikut : 

Contoh Pola Penulisan 

قينزراوإن لها لهو خير ال  Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn 

 Faaufū al-kailawa al-mīzāna فأوفوا الكيل والميزان
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Maraknya kejahatan seksual dengan berbagai motif di Indonesia menjadi 

pembahasan hangat di kalangan masyarakat umum dan pemerintah dalam 

mengeluarkan solusi konkret atas permasalahan tersebut. Indonesia saat ini tengah 

dilanda darurat moral, lantaran maraknya kejahatan seksual yang sudah masuk ke 

berbagai generasi bangsa. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan globalisasi 

dalam hal informasi dan budaya, serta perkembangan masyarakat itu sendiri, 

karena masyarakat terus mengalami perubahan yang sangat pesat di era sekarang. 

Namun, secara tidak langsung juga menimbulkan dampak negatif, khususnya 

dalam bentuk kejahatan. Salah satunya adalah pelanggaran defisiensi Khususnya 

pelanggaran seksual eksplisit seperti pemerkosaan, pencabulan (kekerasan 

seksual), dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan, 

pencabulan (kekerasan seksual) semakin mencemaskan masyarakat, sehingga 

menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat. 

 Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan yang 

menyangkut jiwa dan harta benda, tetapi juga kejahatan yang membahahayakan 

martabat. Maraknya kejahatan yang layak mengarah kepada kejahatan pencabulan 

(kekerasan seksual). Pencabulan (kekerasan seksual) ialah suatu jenis perilaku 

tercela dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesusilaan. Perilaku tersebut 

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dilakukan untuk 

diri sendiri maupun orang lain yang dapat merangsang keinginan atau nafsu 

sosial.1 Adapun diagram kasus kekerasan seksual di Indonesia sepanjang tahun 

2022 berdasarkan publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia sepanjang tahun 2022.  

 

 

 
1Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 

2005), 80 
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Gambar 1.1 

Diagram Persentase Jenis Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia 

 (Tahun 2022) 

 

Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id, 2022 

 Dalam jenis kekerasan yang dialami korban pada tahun 2022,  dimana 

terjadi kasus kekerasan seksual jumlah kasus tersebut sebanyak 1.007, sementara 

kasus psikis sebanyak 773, kasus secara fisik sebanyak 747, kasus eksploitasi 

sebanyak 16, kasus trafficking sebanyak 14, kasus penelantaran sebanyak 255, 

dan kasus lainnya sebanyak 285. Jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan 

(kekerasan seksual) memiliki jumlah kasus terbanyak daripada kasus lainnya. 

Artinya pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat sangat 

tinggi 

 

Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id, 2022 

 Dalam korban berdasarkan usia tahun 2022, pada usia 0-5 sebanyak 179, 

pada usia 0-12 sebanyak 615, pada usia 13-17 sebanyak 848, pada usia 18-24 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
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sebanyak 302, pada usia 25-44 sebanyak 547, pada usia 45-59 sebanyak 97, pada 

usia 60+ sebanyak 17. Berdasarkan persentase diatas korban kekerasan seksual 

didominasi oleh anak usia 13-14 tahun.  

 Umumnya kasus-kasus pencabulan (kekerasan seksual), perkosaan dan 

kekerasan seksual didominasi  dan mengancam perempuan dan anak-anak. Anak 

berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai 

dengan 18 tahun. Pada usia antara 0-18 tahun. 2Komnas Perempuan mencatat 

pencabulan (kekerasan seksual) menjadi bentuk kekerasan seksual terhadap 

perempuan dan anak yang paling banyak terjadi di ranah personal pada 2020. 

Persentasenya mencapai 20,8% dari total kasus kekerasan seksual di ranah 

personal sepanjang  tahun lalu. Tindak pidana pencabulan (kekerasan seksual) 

diartikan sebagai serangan seksual yang bersifat fisik, tetapi tidak sampai 

penetrasi.3 

 Kejahatan ini dan praktik kriminal kekerasan seksual khususnya 

pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus, telah menyebabkan 

berbagai upaya untuk memberantas kejahatan ini dari negara-negara di dunia, 

namun upaya tersebut gagal dalam kualitas dan tingkat keparahannya. Pelakunya 

biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan korban atau tinggal dekat 

dengannya. Entah itu tetangga, sahabat, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, 

atau saudara laki-laki, pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang 

yang kurang iman dan dangkal. 

 Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang 

menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah 

dipengaruhi lingkungannya.4 Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai 

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

 
2“Perlindungan Anak Terpadu Bebasis Masyarakat (Patbm)”, Diperbaharui 08 Januari 

2021, Diakses 29 Des 2022. Google, Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Lib/Uploads/List/Ac5a9-

Buku-Pedoman-Patbm.Pdf  
3Juliani, “Pencabulan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

Demografi”, Diperbaharui 12 Maret 2021, Diakses 29 Des 2022. Google. 

Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/03/12/Pencabulan-Dominasi-Kasus-

Kekerasan-Seksual-Terhadap-Perempuan 
4 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

Asysyari’ah),  (Palembang: Noerfikri, 2015), 56. 



4 
 

 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. 

 Anak beirke ibutuhan khusus atau ABK adalah anak yang meingalami 

ke iteirlambatan leibih dari dua aspeik gangguan pe irkeimbangan atau anak yang 

meingalami peinyimpangan yang teirdiri dari yaitu tunaneitra, tunarungu, tunadaksa, 

tunalaras, tunagrahita, autismei, dan le iarning disability.5 Pe inanganan anak 

be irkeibutuhan khusus, meimeirlukan keibe irpihakan kultural dan struktural dari 

be irbagai pihak baik orangtua, masyarakat dan peimeirintah. Hal ini kareina masih 

adanya peimahaman yang keiliru dan sikap diskriminatif teirhadap anak 

be irkeibutuhan khusus di lingkungan keiluarga dan masyarakat, baik dalam beintuk 

ve irbal maupun non ve irbal. Seilain itu anak beirke ibutuhan khusus re intan 

meindapatkan keike irasan dan peirlakuan salah. Ke itua Komisi Nasional 

Pe irlindungan Anak (KOMNAS), Komisi Pe irlindungan Anak Indoneisia (KPAI) 

meinilai peirlindungan bagi anak peinyandang disabilitas di Indoneisia masih sangat 

meingkhawatirkan. Oleih kareina itu, aparat peine igak hukum peirlu meinangani kasus 

pe incabulan (keike irasan se iksual) anak ini de ingan se irius. Pe irilaku cabul adalah 

ke ijahatan keiji dan tidak se ipatutnya dilakukuan. Ole ih kareina itu, jika teirbukti dan 

teilah diajukan keipada hakim, maka hakim harus teigas dan jeilas. Kareina peirbuatan 

teirse ibut meinyangkut martabat manusia khususnya anak.  

 Hukum positif Indoneisia teilah meingatur meinge inai ancaman tindak 

pidana peincabulan (keike irasan se iksual) te irhadap anak. Aturan teirse ibut teirdapat 

pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meinyatakan sanksi 

bagi peilaku peincabulan (keike irasan seiksual) teirhadap anak.6 

 Dalam hukum pidana Islam seindiri tidak meinge inal istilah tindak pidana 

pe incabulan (keike irasan se iksual). Hal ini dikareinakan seimua pe irbuatan yang 

be irhubungan deingan nafsu birahi atau hubungan keilamin dinamakan atau 

 
5“Pengertian Abk (Anak Berkebutuhan Khusus)”, Diperbaharui 24 Maret 2016, Diakses 28 

Des 2022. Google, Https://Dinkes.Kedirikab.Go.Id/?Hal=Dbet&Id=80 
6Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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dikateigorikan seibagai peirbuatan zina seidangkan peinge irtian peincabulan 

(ke ikeirasan se iksual) itu seindiri meimiliki makna yang beirbeida deingan zina.  

 Ziina meirupakan peirbuatan yang dapat meinghancurkan tatanan keihi idupan 

be irumah tangga, seikaliigus me injadii faktor pe inyeibab rusaknya moral. Salah satu 

be intuk peilanggaran teirhadap undang-undang yang beirlaku, seihi ingga apabiila hal 

i itu diilakukan peilakunya pantas meindapatkan sanksii yang paliing keiras. Kare ina 

pe irziinaan meirupakan peirbuatan yang sangat meimbahayakan, seirta dapat 

meini imbulkan banyak keijahatan dan tiindak kriimiinal yang laiin. Leibi ih darii iitu, 

hubungan seimacam iitu teirmasuk peirbuatan teirceila dan sangat hiina. Allah SWT 

be irfiirman: 

حِشَةً  وَسَاءَٓ  سَبيِلً  نىََٰٓ  ۖ إنَِّهُ ۥ كَانَ  فََٰ  وَلَ  تقَْرَ بوُا   ٱلز ِ

Artiinya dan janganlah kamu meinde ikatii zi ina; Seisungguhnya zi ina i itu adalah suatu 

pe irbuatan yang keijii. dan suatu jalan yang buruk.7 

 Dalam ayat teirse ibut se icara teigas Allah SWT meilarang umat manusiia 

untuk meindeikatii pe irbuatan ziina. Dalam hal iinii ke ikeirasan seiksual anak 

di imaksudkan bagii si i peilaku yang meilakukan peirbuatan ziina deingan keike irasan 

se ikusal keipada anak.   

 Se idangkan dalam meimutuskan suatu peirkara hakiim meimiili ikii 

pe irtiimbangan-peirti imbangan teirhadap de iliik yang di idakwakan. Me inurut Li iliieik 

Mulyadii bahwa hakeikat pada peirti imbangan yuriidi is haki im meirupakan peimbuktiian 

darii suatu deili ik apakah peirbuatan teirdakwa teirse ibut meimeinuhi i dan seisuai i deingan 

de iliik yang diidakwakan oleih peinuntut umum seihi ingga putusan teirse ibut re ileivan 

teirhadap amar/diiktum putusan hakiim.8 Pe irtiimbangan hakiim diibagi i meinjadii dua 

bagiian yaiitu pe irtiimbangan yuriidiis dan non-yuri idiis. Pe irti imbangan yuriidiis 

di idasarkan pada fakta-fakta yang sudah te irungkap dalam peirsi idangan, seidangkan 

pe irtiimbahan non-yuriidiis dapat diili ihat darii latar beilakang teirdakwa, kondiisi i 

teirdakwa dan agama teirdakwa. 9 

 
7Al-Qur’an Dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Quran In World Indonesia Versi 1.3   
8 Lilik Mulyadi, Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek 

Keadilan, (Jakarta: Mandar Maju, 2015), 193 
9 Rusli Muhammad, Hukum Acara Piana Konteporer, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 

2017), 212 
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  Be irdasarkan Peimaparan Diiatas, Maka Pe inuliis Te irtariik Untuk Me ine iliitii 

Teintang Kasus Ti indak Piidana Pe incabulan (ke ikeirasan se iksual) Teirhadap Anak dii 

Bawah Umur yang Be irkeibutuhan Khusus De ingan Judul Skri ipsi i Ti injauan Hukum 

Pi idana Iislam Teirhadap Peimbe iriian Hukuman Bagii Pe ilaku Pe incabulan (keikeirasan 

se iksual) Anak yang Beirke ibutuhan Khusus (Studii Putusan No. 31/Piid.Sus/2021/Pn 

Swl). 

B. Rumusan Masalah 

 Be irdasarkan uraiian di iatas, dalam kajiian pe inuliisan skri ipsi i i ini i dapat 

di irumuskan peirmasalahan seibagaii be iriikut : 

1. Apakah dasar peirtiimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis hakiim 

teirhadap peirkara putusan No. 31/Piid.Sus/2021/PN Swl?   

2. Bagaiimanakah sanksii hukum piidana Iislam bagii pe ilaku keike irasan 

se iksual (peincabulan) anak yang beirke ibutuhan khusus?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Se isuai i rumusan masalah dii atas, tujuan pe ineili itiian iini i adalah untuk 

meinge itahuii : 

a. Untuk me ingeitahuii dasar pe irtiimbangan haki im teirhadap peirkara 

putusan No. 31/Pi id.Sus/2021/PN Swl 

b. Untuk meinge itahuii tiinjauan hukum piidana Iislam teirhadap peirkara 

pe imbeiri ian hukuman keipada peilaku ke ike irasan se iksual (peincabulan) 

anak yang beirkeibutuhan khusus. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Pe ine iliitiian iini i meimpunyaii manfaat baiik se icara teioriiti is maupun 

se icara praktiis. Adapun manfaat darii peine ili itiian iini i adalah seibagaii be iri ikut: 

a. Aspe ik Te ioriiti is 

Hasi il peine iliiti ian iini i di iharapkan dapat beirmanfaat bagii pe ingeimbangan 

i ilmu hukum khususnya hukum dan hukum  piidana Iislam dalam hal iinii 

tiinjauan hukum piidana Iislam teirhadap dasar peirti imbangan hakiim 
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dalam meimutus peirkara peimbeiri ian hukuman keipada peilaku 

pe incabulan (keike irasan se iksual) anak yang be irkeibutuhan khusus 

pe irkara putusan No. 31/Piid.Sus/2021/PN Swl. 

b. Aspe ik Prakti is 

1) Bagii Masyarakat  

Pe ine iliitiian i ini i be irtujuan meimbe iriikan pe inge itahuan keipada 

masyarakat akan dasar peirti imbangan haki im dalam meimutuskan 

pe irkara peimbeiri ian hukuman keipada pe ilaku pe incabulan (keikeirasan 

se iksual) anak yang beirke ibutuhan khusus. 

2) Bagii Pe ine iliiti i 

Pe ine iliitiian i inii be irtujuan seibagaii syarat ujiian strata satu (S1), 

Fakultas Syariiah dan Hukum Uniive irsi itas Iislam Neige iri i Radein Fatah 

Paleimbang, Jurusan Hukum Piidana Iislam dan seibagaii bahan 

re ifeire insi i/acuan bagii mahasi iswa atau akadeimi is yang me imiili ikii 

ke iteirtariikan dalam biidang iini i. 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

 Pe ine iliitii te irdahulu yang peirtama Syafiira, Mi illeini ia De iwi i yang beirjudul 

“Ti injauan hukum acara piidana dan hukum acara piidana Iislam te irhadap 

keiputusan be ibas ti indak piidana cybeir cri ime i teintang hackiing: Studii Putusan No. 

537/piid.sus/2016/PN.Mjk”. Hasiil pe ineiliiti ian i inii me inyi impulkan bahwa bahwa surat 

dakwaan peinuntut umum batal deimi i hukum, maka majeili is haki im meimeiri intahkan 

agar teirdakwa diike iluarkan darii tahanan. Me inurut hukum pi idana Iislam suatu 

pe imbuktiian diiharapkan meimbe iriikan keiyakiinan teirbuktii 100% dan uliil amrii 

di ihiindarkan darii pe imbe iriian putusan dan me inghukum teirdakwa jiika te irdapat 

kondi isi i syubhat, kareina biisa meimungkiinkan adanya peinye ileiwe ingan. Di isi isi i laiin, 

Nabi i Muhammad SAW. leibi ih ceinde irung me ingharamkan atau meinganjurkan 

meini inggalkan peirkara syubhat.10 

 
10 Millenia Dewi Syafira, “Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam 

Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking:Studi Putusan No. 

537/Pid.Sus/2016/Pn” (Skripsi,  Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 

5 
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 Pe ine iliitii ke idua Atii Sugi iartii, yang beirjudul “Analiisi is putusan pe ingadiilan 

Ne igeiri i Peilai ihari i Nomor 195/Piid.Sus/2019/PN. PIiii te intang sanksii tiindak piidana 

teirhadap ke ikeirasan fi isi ik dalam rumah tangga peirspe ikti if hukum piidana Iislam”. 

Pe ine iliitiian iini i meinggunakan peine iliitiian yuri idiis normatiif yang beirsi ifat kualiitatiif, 

Haki im meinyatakan teirdakwa teirbuktii se icara sah meilakukan tiindak pi idana 

ke ikeirasan fi isi ik rumah tangga meingakiibatkan luka beirat, diijatuhii sanksi i pi idana 

pe injara seilama 6 (einam) bulan. Dalam Hukum Pi idana Iislam peinjatuhan hukuman 

bagii pe ilaku keikeirasan fi isi ik dalam rumah tangga adalah qiishash, te itapii kareina 

tiidak teirpe inuhiinya syarat-syarat qiihsash sanksi inya diigantii deingan diiyat al-iirs 

ghai ir muqoddar.11 

 Pe ine iliitiian ke itiiga ole ih, Muhammad Ri idho Si ire igar, yang be irjudul 

“Analiisi is putusan Pe ingadi ilan Ne igeiri i Mandai ili ing Natal Nomor 

2/PIiD.SUS/2021/PN.MDL te intang peincabulan (keikeirasan se iksual) anak diitiinjau 

dari i pe irspe iktiif hukum pi idana Iislam. Unde irgraduate i the isi is, IiAIiN 

Padangsi idiimpuan”. Pe ine iliitiian iini i meinggunakan meitodei kualiitatiif deiskri iptiif Hasi il 

pe ineili itiian meinyatakan bahwa peirtiimbangan Hakiim dalam putusan nomor 

2/Pi id.Sus/2021/PN.Mdl te ilah seisuai i me inurut peirtiimbangan yuriidi is dan non 

yuri idiis. Pe irti imbangan hakiim dalam putusan nomor 2/Piid.Sus/2021/PN.Mdl 

meinurut Hukum Pi idana Iislam Maka hukuman yang sudah di iteitapkan oleih majeiliis 

hakiim sudah seisuai i deingan Hukum Piidana Iislam, yaiitu ta’ziir yang dalam hal iinii 

adalah yang beirke inaan deingan keimeirde ikaan beirupa hukuman piidana peinjara 

se ilama 13 (tiiga beilas) tahun dan deinda Rp100.000.000,00 (se iratus juta rupiiah) 

de ingan keiteintuan apabiila deinda tiidak diibayar maka akan diigantii deingan piidana 

kurungan se ilama 6 (einam) bulan.12 

 Pe ine iliitiian keie impat oleih Biintang Choeiruni isa, yang beirjudul “Analiisi is 

pasal 81 ayat 1 peiraturan peime iriintah peinggantii undang-undang No 82 tahun 2016 

 
11Ati Sugiarti, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 

195/Pid.Sus/2019/Pn.Pii Tentang Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah 

Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati, 2022), 6 
12 Muhammad Ridho Siregar, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 

2/Pid.Sus/2021/Pn.Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. 

(Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Institut  Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022),6 
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teintang sanksii ti indak piidana peirbuatan cabul teirhadap anak diibawah umur 

pe irspe iktiif Hukum Pi idana Iislam”. Meitode i peine iliitiian yang diigunakan pada 

pe inuliisan i inii yai itu meitodei deiskri ipti if analiisi is Hasi il pe ine iliitiian i inii me inyiimpulkan 

bahwa Peiraturan peimeiri intah peinggantii undang-undang pasal 81 ayat 1 meimuat 

meinge inaii pe irli indungan anak. Sanksii te irhadap peilaku ke ikeirasan se iksual me inurut 

paal 81 ayat 1 yaiitu pi idana peinjara maksi imal 15 tahun. Sanksi i me inurut hukum 

pi idana Iislam yaiitu hukuman had deingan hukuman deira 100 (seiratus) kalii dan 

pe ingasiingan.13 

 Pe ine iliitiian ke iliima Farah Ci indy Adi ilah, yang be irjudul “Tiinjauan hukum 

pi idana Iislam te intang pe irliindungan hukum te irhadap anak se ibagai i korban modus 

keijahatan deingan me imbangun keipe ircayaan anak deingan tujuan neigatiif oleih 

oknum guru di i se ikolah Surabaya (studi i kasus di i Polreistabeis Surabaya)”.  

Pe ine iliitiian i inii me inggunakan data seikunde ir dan data priime ir deingan meinggunakan 

pe ineili itiian kualiitatiif. Hasi il peine iliitiian bahwa beintuk pe irliindungan hukum teirhadap 

anak seibagaii korban pe ileiceihan se iksual deingan modus de ingan meimbangun 

ke ipeircayaan anak deingan tujuan neigatiif adalah, peirliindungan hukum preive intiif 

dan reipre isi if. Pe irliindungan re ipreisi if yang di ilakukan keipoli isi ian jiika beirdasarkan 

pada hukum Iislam, meinggunakan hukuman ta’ziir diimana hukuman yang diidapat 

oleih peilaku akan diiteintukan oleih hakiim, hal teirse ibut seisuai i deingan yang ada 

di ise ibutkan dalam al-Qur’ran dan Hadiist, di imana anak beirhak di iliindungi i darii 

ke ikeirasan se irta meindapat keiadiilan yang sama rata.14 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

 Je ini is pe ineili itiian iini i teirmasuk jeini is pe ineili itiian pustaka, yakni i 

pe ineili itiian hukum deingan me impeiroleih dari i bahan-bahan hukum priime ir.15 

 
13 Bintang Choerunisa, Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak 

Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022),7 
14Farah Cindy Adilah,“Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Dengan Membangun Kepercayaan Anak 

Dengan Tujuan Negatif Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus Di Polrestabes 

Surabaya)” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 6 

 15 Astri Wijayanti, 2011.“Strategi Penulisan Hukum”, (Bandung: Lubuk Agung), 163. 
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Dalam peine iliiti ian iinii fokus pe ineili itiian adalah  pada dokumein beirupa 

Putusan Pe ingadi ilan Neige irii Sawalunto (Nomor 31/Pi id.Sus/2021/PN Swl). 

Se imeintara Undang-Undang dan aturan Hukum yang diigunakan  untuk 

meinganaliisi is pe ine iliitiian i ini i adalah Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No 

17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang 

pe irliindungan anak.  

2.  Sumber Data 

 Sumbe ir data yang diigunakan dalam pe ine iliitiian i ini i adalah 

meinggunakan data seikunde ir se ibagaii sumbe ir atau bahan iinformasii yang 

be irkaiitan deingan studi i putusan No. 31/Pi id.Sus/2021/PN Swl. Dalam 

rangka untuk meindapatkan data seikunde ir meinggunakan peinde ikatan 

sumbe ir bahan hukum. Data seikundeir dalam peine iliiti ian iini i teirdi irii darii : 

a. Bahan Hukum Primer  

Sumbe ir pri imeir adalah sumbeir data yang me imiiliiki i otori itas, artiinya 

be irsi ifat meingiikat, meiliiputii pe iraturan peirundang-undangan, putusan 

hakiim16. Dalam peine iliitiian iini i, data priimeir diidapatkan darii miinutasi i 

putusan dan di ireiktori i putusan Mahkamah Agung, yai itu Putusan No. 

31/Pi id.Sus/2021/PN Swl.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum skundeir Sumbe ir seikunde ir adalah sumbeir data yang 

di ipeirole ih meilaluii bahan pustaka yang meimbe irii pe inje ilasan teirhadap 

sumbe ir priimeir.17 Sumbeir data seikundeir dalam peineili itiian iinii di ipeirole ih 

darii hasi il pe ineili itiian para ahlii, pe indapat para ahlii hukum yang beirupa 

liite iratur buku maupun jurnal yang beirhubungan deingan masalah 

tiindak pi idana peincabulan (keike irasan se iksual) anak beirke ibutuhan 

khusus. Seperti buku hukum pidana, buku hukum pidana Islam, buku 

Fiqih Jinayah, buku tindak pidana kekerasan seksual dan buku sistem 

peradilan pidana. 

 

 
16 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52. 
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23. 
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c. Bahan Hukum Teriser 

Bahan hukum teirsi ieir adalah bahan yang meimbeiri ikan iinformasi i 

teintang, bahan hukum pri imeir dan sekundeir yang te irdi irii dari i 

bi ibliiografii, kamus dan e insi iklopeidi ia yang di ibutuhkan saat peineiliiti ian 

di ilaksanakan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk meindapatkan data yang diipeirlukan dalam peine iliiti ian iini i, 

maka diipeirgunakan teikni ik dokumeintasii, yaknii te ikniik pe ingumpulan data 

yang tiidak langsung diitunjukkan pada subjeik pe ineili itiian, namun meilaluii  

dokumein, atau diilakukan meilaluii be irkas yang ada deingan cara diikeiti ik, 

di ituliis dan putusan diigandakan. Dokumein i inii yang diite iliitii adalah 

Tiinjauan Hukum Piidana Iislam Teirhadap Peimbeiri ian Hukuman Bagii 

Pe ilaku Peincabulan (Keike irasan Seiksual) Anak Yang Beirke ibutuhan 

Khusus (Studi i Putusan No. 31/Pi id.Sus/2021/Pn Swl). 

4.  Teknik Analisis Data 

 Dalam meinganaliisi is data pada pe ineili itiian iini i, peinuli is 

meinggunakan: Analiisi is de iskri iptiif, yaiitu suatu teikni ik yang diipe irgunakan 

de ingan cara meimbeiri ikan gambaran umum teirhadap masalah yang 

di ibahas deingan meinyusun fakta-fakta se ideimi ikiian rupa seihiingga 

meimbe intuk suatu masalah yang dapat di ipahamii de ingan mudah.18 

De ingan pola piiki ir de iduktiif, pola pi iki ir yang be irangkat darii vari iabeil, 

dalam hal iini i teiori i suatu prose is be irpi ikiir untuk meinariik suatu ke isi impulan 

atau meimbuat suatu peirnyataan baru yang beirsi ifat umum beirdasarkan 

pada beibe irapa peirnyataan khusus yang diike itahuii beinar. 

F. Sistematika Penulisan 

Re incana peinuliisan skri ipsi i iini i akan diisusun se icara keise iluruhan dalam 4 

(e impat) Bab deingan siiste imatiika seibagaii be iriikut: 

BAB I  : Pendahuluan  

Yang meinguraiikan latar beilakang, peirmasalahan, dan tujuan, 

manfaat peineili itiian, tiinjauan teirdahulu, me itodologii peine iliiti ian,Jeini is 

 
18 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 2015), 71 
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Pe ine iliitiian,Teihni ik Analiisi is Data, Te ikniik Pe ingumpulan Data, se irta 

si iste imatiika pe inuliisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Yang be iriisi i paparan teintang keirangka te iorii yang e irat kaiitannya 

de ingan peirmasalahan yang akan diibahas yaiitu: peingeirtiian hukum 

pidana, hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana, 

pencabulan anak yang berkebutuhan khusus perspektif hukum 

positif dan hukum pidana Islam. 

BAB III : Pembahasan  

Yang beiri isi ikan teintang Tiinjauan Hukum Pi idana Iislam Teirhadap 

Pe imbeiri ian Hukuman Bagii Pe ilaku Pe incabulan (keike irasan se iksual) 

Anak Yang Be irke ibutuhan Khusus (Studi i Putusan No. 

31/Pi id.Sus/2021/PN Swl) 

BAB IV : Penutup 

Bab iini i pe inuliis me inariik ke isi impulan darii urai ian-uraiian yang 

di ijabarkan pada skriipsi i i ini i, se irta meimbe iriikan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaar feit”, di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. 

19 Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana 

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkahlaku dan gerak- gerik jasmani 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, 

akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak 

pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut Pengertian tindak 

pidana menurut para ahli hukum 20 :  

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan 

ketentun hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

dalam aturan pidananya. 

2. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan 

diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan 

pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan 

pidana itu mempunyai 2 bagian: 

 
   19 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

67. 

  20 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014 ), 47-49. 
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a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang 

bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan 

hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana 

atas pelanggarannya. 

b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada 

pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. 

3. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana 

dalam arti: 

a. Objektif (ius poenale) yang meliputi: 

1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan 

sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan 

yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu 

dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier. 

2) Subjektif (ius puniendi) yaitu hak negara menurut hukum 

untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta 

melaksanakan pidana 

4. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang 

dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati 

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, 

reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari 

perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, 

kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak 

melakukan suatu tindak pidana sesuatu perbuatan pidana berarti 

perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya 

tatanan dalam pergaulan yang dicitacitakan masyarakat. 

5. Van hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap 

hak-hak orang lain. 

6. Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang 



 

 

yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannnya dan oleh 

undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan 

yang dapat dihukum. kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. 

7. Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian 

daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar dasar dan aturan untuk:  

a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

b) Menentukan kapan dalam hal-hal dengan cara bagaimana 

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 

disangka telah melanggar larangan tersebut. 

8. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari 

beberapa sudut yaitu : 

a) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap 

pelanggarannya diancam dengan hukuman. 

b) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang. 

9. Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang 

negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka 

hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir.21 

10. Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan 

sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan 

 
   21 Wildan Mauludi,” Tindak Pidana Pencabulan Dalam Persfektif Hukum Positif Dan 

Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 

105/Pid.B/2013/PN.Mu)“. (Skripsi,  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 
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sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat 

oleh karena itu, 

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah 

KUHP. Satu- satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif. Hukum 

pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku satu 

memuat tentang Aturan Umum, merupakan dasar atau landasan umum 

hukum pidana yang dimuat dalam buku kedua ialah rumusan tindak pidana 

tertentu dan buku ketiga adalah memuat tentang tindak pidana terentu yang 

masuk pada jemis pelanggaran. Dapat dilihat dari beberapa buku tersebut 

mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang- 

undang, yaitu: 

a) Unsur tingkah laku perbuatan yang dilarang 

b) Unsur mengenai objek hukum tindak pidana 

c) Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana 

d)  Unsur kesalahan  

e)  Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan  

f) Unsur akibat konstitutif 

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa 

hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah 

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah 

ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana 

seseorang dapat dinyatakannya atas perbuatan yang melanggar hukum 

haruslah memenuhi atau mencapai sebuah syarat-syarat tertentu tindak 

lain yaitu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi . 

Dengan itu berikut paparan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut 

beberapa pendapat pakar hukum. 

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas 

unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 

a) Adanya subjek  
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b) Adanya unsur kesalahan 

c) Perbuatan bersifat melawan hukum 

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang 

terhadap yang melanggarnya diancam pidana  

Perumusan simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-

unsur tindak pidana sebagai berikut : 

a) Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak 

saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “ een natelan “ atau “ niet doen 

“ (melaikan atau tidak berbuat ) 

b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum  (wederrechtelijk) 

c) Perbuatan itu diancam pidana (strafbaarfeit Gesteld) oleh UU 

d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 

(toerekeningsvatbaar) 

e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan  

Unsur-unsur diatas dapat dipilih kedalam unsur objektif dan unsur 

subjektif. 

            Unsur objektif yang meliputi : 

a) Perbuatan orang 

b) Akibat kelihatan dari perbuatan itu 

c) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai, misalnya unsur-unsur 

dimuka umum 

Unsur- unsur subjektif meliputi : 

a) Orang yang bertanggung jawab 

b) Adanya kesalahan  

Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : 

a) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan 

b) Adanya sanksi atau pelanggaran norma itu dengan Hukum Pidana 

Unsur- unsur tindak pidana menurut Van Hamel 

a) Perbuatan manusia yang  dirumuskan dalam Undang-undang  

b) Melawan hukum 
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c) Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.22 

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah 

jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) 

dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, 

sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.23 

Seperti dalam kalimat jana'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah 

melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana juga berarti 

"memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya "memetik 

buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang 

yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih.24 Demikian pula menurut 

Imam al-San'any bahwa al- jinayah itu jamak dari kata "jinayah" masdar 

dari "jana" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).25 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. 

Jinayah berarti melakukan dosa, menggunakan lafazh jama’ walaupun 

bentuk asal masdar karena bentuk pidan aitu bermacam-macam; kadang 

berkaitan dengan nyawa (pembunuhan), bagian-bagian tubuh, baik 

sengaja maupun tidak.26 Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-

tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan 

melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an 

dan Hadis. 

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. 

Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi 

 
  22 Intan Putri Solihin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Prank 

Sembako Isi Sampah Berdasarakan Pasal 45 Ayat 3 Undang undang nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Transaksi Elktronik ( ITE)”. (Skripsi, Fakultas Syari‟ah “& Hukum, Universitas 

Raden Fatah Palembang, 2021). 
23 Luwis Ma’luf, Al-Munjid, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1954), 88. 
24 Luwis Ma’luf, Al-Munjid, 67. 
25 Al-San’any, Subul Al-Salam, Juz 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 231. 
26 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, 

(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 206.. 



19 
 

 
 

setiap manusia untuk konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan 

Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 

maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang 

berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus 

ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam  

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, 

kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun 

unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah : 

1. Rukun syar’i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, 

yaitu adanya nash syara’ yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan 

dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash Syara’ ini menempati 

posisi yang sangat penting sebagai azaz legalitas dalam hukum pidana 

Islam, sehingga dikenal suatu prinsip la hukma li af’al al-uqala’ qal 

wurud an-nass (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal 

sebelum datangnya nash). 

2. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan 

pidana yang dilakukan. 

3. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu 

dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang 

gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.27 

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda 

sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam 

pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam 

perzinahan.28 

3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan 

ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab 

hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. 

 
27 A Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2015), 3. 
28 Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1-2. 
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Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan 

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 

mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan 

kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik 

rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak 

hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang 

kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq Ash-Shabiti merumuskan lima tujuan 

hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, 

yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam 

kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syari‟ah 

(tujuan-tujuan hukum Islam).  

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan 

di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang 

merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan 

sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari’at yang merupakan jalan 

hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya 

maupun dalam berhubungan dengn manusia lain dan benda dalam 

masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama 

yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang 

untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).29 

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. 

Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya. Sebagai upaya menghilangkan jiwa 

manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia 

untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.  

Pemeliharaan akal sangan dipentingkan oleh hukum Islam, karena 

dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula 

 
29 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum, 43. 
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menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, 

pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan 

akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi 

kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan 

kehidupan manusia. 

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan 

kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat 

hukum Islam. Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-

hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara 

kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu 

dicatat bahwa dalam Al-Qur’an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian 

hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-

ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan 

keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan harta 

adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah 

pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan 

hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam 

melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang 

halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat 

dan Negara.30 

Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta 

seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum 

Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil 

berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan 

rumah tangga dan masyarakat. 

4. Sanksi Hukum Pidana Islam 

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan 

tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa 

segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi 

 
30 Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah, (Palembang: CV Amanah, 2008). 
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kepada tiga bagian antara lain: jarimah qisas/diyat, jarimah hudud, dan 

jarimah ta'zir. 

1) Jarimah qisas dan diyat 

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan 

hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah 

hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Qishash jarimah yang 

hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti 

membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepa tatas tindakan 

pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau 

orang yang tidak bersalah.31 

Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diyat maka 

pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa 

dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan 

demikian maka ciri khas dari jarimah qisas dan diyat itu adalah: 

a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah 

ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal; 

b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam 

arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan 

pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisas dan diyat ini hanya 

ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun 

apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: 

1) Pembunuhan Sengaja 

2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja 

3) Penganiayaan Sengaja 

4) Penganiayaan Tidak Sengaja32 

Pada dasarnya, jarimah qisas termasuk jarimah hudud, sebab baik 

bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-

Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu: 

 
31 Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020), 515. 
32 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 

29. 
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a. Pada jarimah qisas, hakim boleh memutuskan hukuman 

berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah hudud tidak 

boleh. 

b. Pada jarimah qisas, hak menuntut qishash bisa diwariskan, 

sedangkan pada jarimah hudud tidak. 

c. Pada jarimah qisas, korban atau wali korban dapat memaafkan 

sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah 

kepada hukum penggantinya, sedangkan pada jarimah hudud tidak 

ada pemaafan. 

d. Pada jarimah qisas, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, 

sedangkan pada jarimah hudud ada kadaluarsa dalam kesaksian 

kecuali pada jarimah qadzaf. 

e. Pada jarimah qisas, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat 

diterima, sedangkan pada jarimah hudud tidak. 

f. Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaan (alsyafa'at), 

sedangkan pada jarimah hudud tidak ada. 

g. Pada jarimah qishash, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah 

hudud tidak perlu kecuali pada jarimah qadzaf.33 

2) Jarimah Hudud 

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 

syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).34 Dengan demikian ciri 

khas jarimah hudud itu sebagai berikut: 

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya 

telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan 

maksimal. 

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada 

hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih 

menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh 

Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Islamul Haq dalam bukunya Fiqh 

Jinayah sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkut 

dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu 

mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak 

mengharapkan apa-apa melainkan semata- mata untuk membesar hak 

 
33 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana 

Islam), (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164. 
34 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana 

Islam), 164. 
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itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap 

masyarakat.35 Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang 

manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi 

seseorang.  

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak 

Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh 

perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 

masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh 

macam antara lain sebagai berikut: 

1). Jarimah zina 

2). Jarimah qazaf (menuduh zina) 

3). Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras) 

4). Jarimah pencurian(sariqah) 

5). Jarimah hirabah (perampokan) 

6). Jarimah riddah (keluar dari Islam) 

7). Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).36 

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan 

pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan 

dalam jarimah pencurian dan qazaf (penuduhan zina) yang disinggung di 

samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak 

Allah lebih menonjol. 

3) Jarimah Ta'zir 

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

ta'zir. Pengertian ta'zir menurut Bahasa ialah ta'dib atau memberi 

pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan 

mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Imam Al Mawardi.  

Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan 

kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman 

 
35 Islamul Haq, Fiqh Jinayah (̧Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55. 
36 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12. 
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ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu 

segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yangn 

dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah 

orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.37 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah 

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan 

kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam 

menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman 

secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan 

hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya 

menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringanringannya sampai 

yang seberat-beratnya.  

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman 

tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada 

batas maksimal.  

b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.  

Berbeda dengan jarimah hudud dan qisâs maka jarimah ta'zir tidak 

ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir 

ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had 

dan qisâs, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah 

ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan 

maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti 

mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan 

istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang 

tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan 

 
37 Imam Al-Mawardiy, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al- Wilayat Al-Diniyyah, (Beirut Al- 

Maktab Al-Islami, 1996), 236. 
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hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar 

hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.38 

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan 

hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur 

masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa 

menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat 

mendadak.  

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya 

sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan 

oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam 

kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan 

hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk 

dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian 

yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab 

pencurian, yaitu seperempat dinar. 

C. PertanggungJawaban Tindak Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem 

hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip daad-daderstrafs recht. 

KUHP Indonesia sebagaimana yang berlaku dinegara Belanda tidak 

mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya 

mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan 

pertanggungjawabannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya 

pembuat hanya dijelaskan dalam memorie van toelichting (MvT) bahkan 

seseorang Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannnya dan oleh 

undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan 

yang dapat dihukum kepada mereka yang telah melanggar larangan-

 
38 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syari’ah, Etika Politik Islam. Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2005), 157. 
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larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. Pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara negatif. 

Menurut beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli 

hukum pidana Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak 

pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: 

diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, 

dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung 

jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana 

adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 

pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam 

dengan dipidana.39 

2. Syarat-syarat pertanggungjawaban tindak pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai 

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan 

perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, 

namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat 

dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana 

apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya 

dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya 

kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 

a) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab 

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan 

batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan 

adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan 

 
39https://www.gogle.co.id/books/edition/Tindak-Pidana-pertanggungjawaban-

Pid/YpHPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=i&dq=pertanggungjawaban+tindak+pidana&printsec=frontc

over 

https://www.gogle.co.id/books/edition/Tindak-Pidana-pertanggungjawaban-Pid/YpHPDwAAQBAJ
https://www.gogle.co.id/books/edition/Tindak-Pidana-pertanggungjawaban-Pid/YpHPDwAAQBAJ
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perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan 

normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai 

dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat 

b) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi 

meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-

undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi 

syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya 

syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau bersalah (subective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas 

“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau 

Nulla PoenaSine Culpa.  

D. Pengertian Kekerasaan Seksual (Pencabulan) Anak Yang 

Berkebutuhan Khusus  

1. Pengertian Kekerasaan Seksual (Pencabulan) 

Kekerasaan Seksual adalah tindakan sewenang-wenang terhadap 

pihak yang lain. Baik kekerasaan seksual hak-hak asasi manusia maupun 

kekerasaan seksual kehormatan dan sebagainya dengan adaya unsur 

kekerasan dan paksaan dalam. Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara 

rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti : 

a) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, 

memaksa dengan kekerasan, misalnya ancaman kekerasaan seksual 

yang belum cukup umur. 

b) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan misalnya 

tindakan itu dianggapnya kekerasaan hukum yang telah ada, dicap 

sebagai negara yang kekerasan hak asasi manusia. 

     Selanjutnya mengenai kekerasaan seksual terhadap anak dalam 

ilmu hukum di aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku kekerasaan seksual 

terhadap anak adalah sebagai berikut : 

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasaan atau ancaman 

kekerasaan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

kekerasaan seksual (perbuatan cabul), dipidana dengana penjara paling 

lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) “. 40 

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jadi dapat kita lihat unsur- 

unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur 

yang dapat kita lihat adalah :41 

a) Membujuk anak tersebut 

Karena sudah jelas bahwa akibat dari membujuk anak tersebut untuk 

melakukan kekerasaan itu terjadilah paksaan oleh si korban dimana si 

korban dalam hal ini adalah seorang anak yang berkebutuhan khusus. 

b) Membiarkan perbuatan kekerasaan 

Seksual dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang anak 

yang berkebutuhan khusus di luar perkawinan merupakan perbuatan 

yang dilarang menurut pasal tersebut. Perbuatan kekerasaan seksual 

dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara 

seorang pria dengan seorang wanita.  

Kekerasaan seksual yang dimaksud kekerasan seksual digolongkan 

kekerasaan seksual (pencabulan) haruslah adanya paksaan untuk 

melakukan kekerasaan seksual (pencabulan) tersebut, dimana paksaan 

itu datangnya dari laki-laki. 

2. Jenis-Jenis Kekerasaan Seksual  (Pencabulan) 

a. Kekerasaan Seksual 

 
40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 
41 R.Soesilo, Kuh Pidana, (Bogor: Politea2013), 209. 
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Menurut J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Neng Djubaedah 

bahwa  perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan atau kekerasaan sksual 

(perbuatan cabul) yang bertetangan dengan alam. Larangan dan hukuman 

terhadap pelaku kekerasaan seksual (perbuatan cabul) menurut beliau 

ditunjukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan 

perkembangan seksual.42 

b. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual 

Perdagangan perempuan dengan tindak pidana merekrut, 

mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima 

seseorang dengan ancaman kekerasaan, penggunaan kekerasaan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan 

kekuasaan, pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara 

langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prositusi 

seksual. 

c. Prostitusi Paksa  

Prositusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu 

daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seksual. 

Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat 

perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari 

prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman 

kekerasan.43 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Dr. Rizki Dandihatina Hajar, M. Psi., Psikolog Klinis 

RSUD Taman Husada Bontang mengatakan anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan 

sosial. Anak- anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, 

sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini 

 
42 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Diindonesia 

Ditinjauan Dari Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2010). 
43‘https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasaan-

seksual- 
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menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan 

yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu 

mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun, apabila 

seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, 

biasanya mempunyai keterbatasan fisik.44 

Menurut Aqila Smart, Anak Berkebutuhan Khusus (dulu disebut 

sebagai anak luar biasa) didefinisikan sebagai anak yang memerlukan 

pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi 

kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia pendidikan, kata luar 

biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki 

kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang  

tidak alami seperti orang normal pada umumnya. 16 bahwa anak 

berkebutuhan.45 

4. Sanksi Atau Hukuman 

a. Pengertian Sanksi 

Pengertian Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh 

negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada 

dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi 

pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang 

paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap 

seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. 

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman 

untukmemaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 

undang- undang.46 

sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang 

ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan 

 
44 Apa itu anak berkebutuhan khusus ?”, diperbarui 24 Maret 2021, diakses 27 Desember 

2022.Gogle, https ://rsud.bontangkota.go.id/2021/03/24/Apa-itu-anak-berkebutuhan-khusu/ 
45 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : 2015), 193. 
46 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 194. 
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yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut 

diharapkan orang tidak akan melakukan tindak  pidana.47 

E. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasaan Seksual 

(Pencabulan) 

Hukum Pidana Islam dalam istilah fikih disebut Hukum Jinayat atau 

jarimah. Jarimah berasal dari bahasa arab perbuatan dosa atau tindak 

pidana. Dalam termiologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai 

perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara’ dan ditentukan 

hukumnya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas 

ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas kententuannya 

oleh Allah (ta’zir) 

Tindak pidana (jarimah) yang dapat mengancam lima asas dalam 

Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak 

pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (haqqul adami), kedua, tindak 

pidana yang mengganggu kepentingan publik (haqqullah). Yang pertama, 

berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua 

berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik. 48 

Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun 

hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang 

lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap 

pelaku tindak pidana49 

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi 

hukumannya disebut dengan istilah Jarimah atau Uqubah. Jarimah dapat 

dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas 

tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan 

pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud 

membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: 

 
47 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 193. 
48 Abu Hamid Ahmad Musa, al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Kairo: 

Jami‟ah al-Azhar, 1975), 36-37. 
49 Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 

1993), 206. 



33 
 

 
 

perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, 

qadzaf, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal). 

Terkait hal ini, Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan 

merupakan jarimah ta’zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak 

diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal 

ini jarimah pencabulan merupakan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan 

kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak 

pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana 

pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati 

Diatur dalam Al Quran, Surah An-Nur ayat 2 :  

 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلََ تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رَأْفَ  تُ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ ونَ بِِللََِّّ  مْ تُ ؤْمِنُ ةٌ فِ دِينِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

الْمُؤْمِنِيَ لْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ وْمِ الْْخِرِ ۖ وَ وَالْي َ   

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah 

belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman.”50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Surah An-Nur ayat 2 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus 

(Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2022/PN.Swl) 

 

Pe irtiimbangan hakiim pada dasarnya beirlandaskan dakwaan Jaksa 

Pe inuntut Umum, alat buktii yang sah maupun syarat subyeiktiif dan obyeikti if 

se ise iorang dapat diijatuhii pi idana agar seilanjutnya diise ibut putusan hakiim. 

Putusan hakiim se iriing pula diise ibut putusan peingadiilan, yaknii peirnyataan 

hakiim yang di iucapkan dalam siidang pe ingadiilan teirbuka yang dapat beirupa 

pe imiidanaan beibas atau leipas darii se igala tuntutan hukum, seirta meinurut 

cara yang diiatur dalam Undang-Undang.51 

Haki im tiidak se irta deingan mudah me injatuhkan hukuman tanpa 

adanya peirtiimbangan yuriidiis, sosi iologi is, fi ilosofiis. Dalam KUHP juga 

sudah jeilas teirceirmiin bahwa, Hakiim tiidak boleih meinjatuhkan piidana 

ke ipada seise iorang keicualii apabiila deingan se ikurang-kurangnya dua alat 

buktii yang sah i ia meimpeirole ih keiyaki inan bahwa suatu tiindak piidana beinar-

be inar teirjadii dan bahwa teirdakwalah yang be irsalah meilakukannya. Kareina 

i itu putusan yang diijatuhkan oleih hakiim, juga diidasarkan pada buktii fakta-

fakta hukum yang teirungkap dalam peirsi idangan.52 

Me inurut Jonaeidi i Eifeindi i dan Johnny Iibrahiim dalam bukunya 

meinje ilaskan bahwa hakiim meinggunakan 3 aspe ik se ibagaii konse ip utama 

dalam meingambiil ke iputusan, yai itu peirti imbangan yuriidi is, pe irtiimbangan 

sosi iologi is, dan peirti imbangan fiilosofi is.53 

 

 
51 M. Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam 

Putusan Hakim”, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 3, (2012). 
52 Bagoes Winarto, “Analisa Putusan Hakim dalam Kasus tindak pidana kekerasan terhadap 

anak di PN Purworejo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan 

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)”, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022), 163-164. 
53 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, 109. 
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a. Pertimbangan Yuridis 

Se ihubungan deingan iitu deimi i keiadiilan beirdasarkan Keituhanan Yang Maha 

E isa, Peingadi ilan Neigeiri i Sawahlunto yang meimeiri iksa dan meingadi ilii 

pe irkara piidana Nomor 31/Piid.Sus/2021/PN.Swl, dan se iteilah meinde ingar 

ke iteirangan-keiteirangan saksi i dan ke iteirangan teirdakwa se irta alat buktii 

surat, maka dapat diipe iroleih fakta-fakta hukum seibagaii bahan 

pe irtiimbangan yaiitu se ibagaii beiri ikut. 

a) Bahwa pada harii Rabu tanggal 12 Meiii 2021 se iki ira pukul 21.30 WIiB di i 

atas 1 (satu) uniit seipe ida motor miiliik Teirdakwa yang teirparkiir di i 

pi ingiir/teipi i Jalan umum meinuju teimpat Wiisata Taman Puncak Ceimara 

Ke ilurahan Sariingan Ke icamatan Barangiin Kota Sawahlunto Teirdakwa 

teilah meilakukan peirbuatan teirhadap ANAK KORBAN (Anak Korban) 

be irupa meiraba paha seibe ilah kiiri i, meinjiilatii payudara seibeilah kiiri i Anak 

Korban se irta meiraba payudara seibe ilah kanan, keimudiian Teirdakwa 

meime iluknya dan meinci ium piipi i se irta meinji ilatii bi ibi ir Anak Korban, 

se ilanjutnya Teirdakwa meiraba-raba keimaluan Anak Korban dan 

meimasukkan tangan Teirdakwa kei ce ilana dalam Anak Korban untuk 

meinye intuh biibi ir vagiina Anak Korban de ingan jarii te ilunjuk kiiri i 

Teirdakwa; 

b) Bahwa peirbuatan teirse ibut diilakukan oleih Teirdakwa te irhadap ANAK 

KORBAN (Anak Korban) yang lahiir di i Batusangkar pada tanggal 8 

Mare it 2007, beirumur 14 (eimpat beilas) tahun 2 (dua) bulan;  

c) Bahwa peirbuatan teirse ibut diilakukan Teirdakwa keipada Anak Korban 

yang seidang duduk diiatas seipeida motor miili ik Teirdakwa deingan posi isi i 

Anak Korban duduk di ibagi ian be ilakang se ipeida motor mi iliik Te irdakwa 

se imeintara Teirdakwa be irdiiri i diise ibe ilah ki irii sambi il meinghadap Anak 

Korban;  

d) Bahwa pe irbuatan teirse ibut di ilakukan oleih Te irdakwa de ingan cara 

meiraba paha se ibeilah kiiri i Anak Korban, ke imudiian meingangkat baju dan 

meinji ilatii payudara seibe ilah kiiri i Anak Korban seirta meiraba payudara 

se ibe ilah kanan, keimudi ian Teirdakwa meimeiluknya dan meinciium piipi i 
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se irta meinji ilatii biibi ir Anak Korban, seilanjutnya Teirdakwa meiraba-raba 

ke imaluannya deingan cara meimasukkan tangan Teirdakwa kei ce ilana 

dalam Anak Korban untuk meinye intuh biibi ir vagiina Anak Korban 

de ingan jarii te ilunjuk kiirii Teirdakwa;  

e) Bahwa Teirdakwa meinggunakan 1 (satu) uniit seipe ida motor meire ik 

Honda jeini is Beiat warna putiih meirah deingan Nomor Poliisi i BA 5282 JH 

miili ik Teirdakwa seibagaii keindaraan untuk meinuju kei piingi ir/teipii Jalan 

umum meinuju teimpat Wiisata Taman Puncak Ceimara Keilurahan 

Sari ingan Keicamatan Barangiin Kota Sawahlunto dan meilakukan 

pe irbuatan teirse ibut diiatasnya;  

f) Bahwa akiibat darii pe irbuatan Teirdakwa yang be irupa meiraba paha 

se ibe ilah kiiri i Anak Korban, keimudi ian me ingangkat baju dan meinji ilatii 

payudara seibeilah kiirii Anak Korban seirta meiraba payudara seibeilah 

kanan, keimudi ian Teirdakwa meimeiluknya dan meinciium pi ipi i se irta 

meinji ilatii bi ibi ir Anak Korban, se ilanjutnya Teirdakwa meiraba-raba 

ke imaluannya deingan cara meimasukkan tangan Teirdakwa kei ce ilana 

dalam Anak Korban untuk meinye intuh biibi ir vagiina Anak Korban 

de ingan jarii teilunjuk kiiri i Teirdakwa, meimbuat Anak Korban meirasa 

takut teirhadap Teirdakwa;  

g) Bahwa Teirdakwa meilakukan peirbuatan teirse ibut teirhadap Anak Korban 

se ibanyak 1 (satu) kalii;  

h) Bahwa Teirdakwa me irupakan Paman dari i Anak Korban, yang mana 

Orang Tua Ayah Anak Korban dan Orang Tua Teirdakwa adalah 

saudara kandung; 

Se ilaiin alat buktii, haki im pun meiliihat peirti imbangan yuriidi is. Adapun 

pe irtiimbangan yuriidi is haki im yaiitu unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Pe irliindungan Anak diikaiitkan 

de ingan fakta-fakta hukum dii pe irsi idangan: 

a. Unsur se iti iap orang; 

Me ini imbang, bahwa unsur se itiiap orang te ilah diiuraiikan dalam 

pe irtiimbangan seibe ilumnya dan teilah diinyatakan teirbuktii, maka deingan 
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meingambiil aliih pe irtiimbangan seibeilumnya unsur se itiiap orang dalam 

dakwaan subsi ideir di inyatakan pula teilah teirbuktii; 

b. Unsur me ilakukan keikeirasan atau ancaman keikeirasan, meimaksa, 

meilakukan tiipu musli ihat, meilakukan se irangkaiian keibohongan, atau 

meimbujuk Anak untuk meilakukan atau meimbiiarkan diilakukan 

pe irbuatan cabul; 

Me ini imbang, bahwa unsur meilakukan ke ikeirasan atau ancaman 

ke ikeirasan, meimaksa, meilakukan tiipu musli ihat, meilakukan seirangkaiian 

ke ibohongan, atau meimbujuk Anak untuk me ilakukan atau meimbiiarkan 

di ilakukan peirbuatan cabul teilah diiuraiikan dalam peirtiimbangan 

se ibe ilumnya dan teilah diinyatakan teirbuktii, maka deingan meingambiil 

aliih peirti imbangan seibeilumnya unsur meilakukan keikeirasan atau 

ancaman keikeirasan, meimaksa, meilakukan tiipu musliihat, meilakukan 

se irangkaiian keibohongan, atau meimbujuk Anak untuk meilakukan atau 

meimbi iarkan diilakukan peirbuatan cabul dalam dakwaan subsiide ir 

di inyatakan pula teilah teirbukti i; 

Me ini imbang, bahwa oleih kareina se imua unsur darii Pasal 82 Ayat 

(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 te intang Peine itapan Peiraturan 

Pe imeiri intah Peinggantii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 teintang 

Pe irubahan Keidua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Teintang 

Pe irliindungan Anak Jo Pasal 76 E i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Teintang Peirli indungan Anak teilah teirpeinuhi i, maka Teirdakwa haruslah 

di inyatakan teilah teirbuktii se icara sah dan meiyaki inkan meilakukan tiindak 

pi idana seibagaiimana diidakwakan dalam dakwaan subsi ide ir; 

Me ini imbang, bahwa dalam surat tuntutan Peinuntut Umum 

meinyatakan bahwa Teirdakwa beirsalah meilakukan tiindak piidana 

pe incabulan seibagaiimana dalam dakwaan pri imeir yang meilanggar Pasal 

82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 teintang Pe ineitapan 

Pe iraturan Peimeiri intah Peinggantii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

teintang Pe irubahan Keidua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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Teintang Pe irliindungan Anak Jo Pasal 76 E i Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 te intang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Teintang Pe irliindungan Anak, yang mana dalam surat tuntutannya 

teirse ibut Pe inuntut Umum meinyiimpulkan bahwa Teirdakwa meirupakan 

Paman darii Anak Korban dan Anak Korban meirupakan Keiponakan darii 

Teirdakwa, kareina Orang Tua Ayah Anak Korban dan Orang Tua 

Teirdakwa hubungannya yaiitu saudara kandung meirupakan hubungan 

ke iluarga, namun se ibagaiimana yang teilah di ipeirti imbangkan dii atas 

be irdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Reipubli ik Iindone isi ia 

Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Teintang Peirliindungan Anak, hubungan keiluarga 

antara Teirdakwa deingan Anak Korban tiidak teirmasuk dalam peinge irtiian 

ke iluarga yang diimaksud dalam Undang-undang Pe irliindungan Anak, 

oleih kare ina i itu Majeili is Haki im tiidak se ipe indapat deingan surat tuntutan 

darii Pe inuntut Umum;  

Me ini imbang, bahwa dalam peirsi idangan, Maje iliis Haki im ti idak 

meine imukan hal-hal yang dapat meinghapuskan peirtanggungjawaban 

pi idana, baiik se ibagaii alasan peimbe inar dan atau alasan peimaaf, maka 

Teirdakwa harus meimpeirtanggungjawabkan pe irbuatannya;  

Me ini imbang, bahwa oleih kareina Teirdakwa mampu beirtanggung 

jawab, maka harus di inyatakan beirsalah dan diijatuhii pi idana; 

Me ini imbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 teintang Pe ine itapan Peiraturan Pe imeiri intah Pe inggantii 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 te intang Peirubahan Keidua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Te intang Peirliindungan Anak Jo 

Pasal 76 Ei Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Te intang Pe irliindungan 

Anak me inganut ancaman piidana kumulatiif yai itu pi idana peinjara dan 

pi idana deinda maka keipada Teirdakwa haruslah di ijatuhii pi idana peinjara 

dan pi idana deinda teirse ibut, yang apabi ila Teirdakwa ti idak dapat 

meimbayar piidana deinda te irse ibut, maka pe irlu diite itapkan lamanya 
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pi idana kurungan seibagaii pe inggantii piidana deinda yang tiidak dapat 

di ibayar teirse ibut, yang diiteitapkan seibagaiimana yang teirmuat dalam 

amar putusan iini i; Me ini imbang, bahwa dalam peirkara iini i te irhadap 

Teirdakwa te ilah diike inakan peinangkapan dan pe inahanan yang sah, maka 

masa peinangkapan dan peinahanan te irse ibut harus diikurangkan 

se iluruhnya darii piidana yang diijatuhkan; 

Me ini imbang, bahwa oleih kareina Teirdakwa diitahan dan peinahanan  

teirhadap Teirdakwa diilandasii alasan yang cukup, maka peirlu diiteitapkan 

agar Teirdakwa teitap beirada dalam tahanan;  

Me ini imbang, bahwa teirhadap barang buktii yang diiajukan dii 

pe irsi idangan untuk seilanjutnya diipe irtiimbangkan se ibagaii beiri ikut:  

Me ini imbang, bahwa barang buktii be irupa: 

1. 1 (satu) heilaii baju kaos leingan peinde ik be irwarna biiru beirtuliiskan 

“Jakarta Monas”; 

2. 1 (satu) heilaii ceilana peinde ik seilutut beirwarna abu-abu deingan motiif 

kotak-kotak; 

yang teilah diisi ita darii ANAK KORBAN (Anak Korban) dan meirupakan 

pakaiian miiliik ANAK KORBAN (Anak Korban), maka diike imbaliikan 

ke ipada ANAK KORBAN (Anak Korban);  

Me ini imbang, bahwa barang buktii be irupa: 

3. 1 (satu) uniit keindaraan beirmotor matiic Me ireik Honda Je ini is Beiat 

warna putiih me irah deingan Nomor Poli isi i BA 5282 JH atas nama 

Yusri izal beise irta kuncii kontak; 

4. 1 (satu) leimbar STNKB (Surat Tanda Nomor Keindaraan Beirmotor) 

Je ini is matiic Me ireik Honda Je ini is Be iat warna putiih me irah deingan 

Nomor Poli isi i BA 5282 JH atas nama Yusri izal; 

yang teilah di ipeirgunakan untuk meilakukan ke ijahatan se irta meimpunyaii 

ni ilaii e ikonomiis, maka peirlu di iteitapkan agar barang buktii teirse ibut 

di irampas untuk neigara; 

Dari penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memvonis terdakwa ditinjau 
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dari segi yuridis yakni berupa; dakwaan penuntut umum (dimana dalam 

dakwaan tersebut hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa berupa 

kronologi kejadian pencabulan terhadap anak yang berkebutuhan 

khusus tersebut), selain itu terdapat juga keterangan terdakwa yang 

ditemukan dalam fakta pemeriksaan persidangan terdakwa 

membenarkan kejadian tersebut yang selanjutnya dari keterangan 

terdakwa tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi serta 

alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah dari 

keempat pertimbangan tersebut maka hakim juga mempertimbangkan 

pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan 

maupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.  

b. Pertimbangan Filosofis 

Pe irtiimbangan fiilosofiis me irupakan fondasi i i ideial dalam meimotiivasii 

aparat peine igak hukum meingarahkan seimangat dan peingabdiian peine igak 

hukum untuk meiwujudkan keiluhuran ke ibeinaran dan keiadiilan. Jadii, 

pe irtiimbangan fiilosofi is meimbahas teintang ke ibeinaran dan keiadi ilan. 

Ke ibe inaran diide ifiini isi ikan se ibagaii pe irkataan atau peirbuatan yang beinar 

be inar diilakukan seisuai i de ingan fakta dii lapangan, seidangkan keiadiilan 

meirupakan keisamaan atau seiiimbang, tiidak beirat seibe ilah dan tiidak 

meimi ihak keipada siiapapun. 

Dalam putusan hakiim PN Sawahlunto Nomor 

31/Pi id.Sus/2021/PN.Swl di ili ihat darii dakwaan Pe inuntut Umum, keiteirangan 

saksi i, keite irangan para teirdakwa, dan alat buktii bahwa hakiim meinunjukkan 

ke ibeinaran yang teirjadii dalam peirkara teirse ibut. Maka hal iini i meimbangun 

ke iyakiinan hakiim untuk meimutus suatu pe irkara piidana deingan yang se iadiil-

adiilnya se isuaii de inge in ke ibeinaran dan ke iadiilan bagii korban dan 

masyarakat. Peinafsiiran hakiim yang meimutuskan untuk meinghukum 

teirdakwa 8 (de ilapan) tahun peinjara diianggap seibagaii hukuman yang 

kurang teipat bagii teirdakwa kareina hakiim juga harus meiliihat seicara jeilas 

teirhadap fakta-fakta baru yang teirungkap dalam proseis pe irsi idangan. Untuk 

teirci iptanya suatu keiadiilan, hakiim he indaknya meimpe irtiimbangkan 
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meinge inaii hal-hal yang meiri ingankan dan hal-hal yang meimbeiratkan 

teirdakwa, fungsi inya agar teirdakwa dapat diijatuhii pi idana seisuai i 

pe irbuatannya. 

Namun pada kalii iini i hakiim meimbe iriikan voniis se isuai i deingan apa 

yang diituntut oleih jaksa peinuntut umum dalam surat tuntutannya. Diimana 

jaksa peinuntut umum meinuntut teirdakwa diipi idana peinjara seilama 8 

(de ilapan) tahun dan piidana de inda Rp. 100.000.000,00 (se iratus juta rupiiah) 

de ingan subsi idaiir 1 bulan peinjara. Teitapii meinurut pe inuliis, bi isa saja hakiim 

meimvoni is te irdakwa leibi ih darii apa yang di ituntut oleih jaksa pe inuntut 

umum atau ultra peiteindi i. 

Me inurut heimat peinuliis hal-hal yang leibi ih meimbeiratkan teirdakwa 

se ilaiin dariipada yang diise ibutkan oleih haki im yaiitu meini imbulkan trauma 

dan meimi iliiki i hubungan ke ike iluargaan yang berdasarkan pada keterangan 

para saksi dari keluarga korban yang mengalami dan menyaksikan 

kejadian tersebut, yaknii antara laiin: 

1. Bahwa Teirdakwa peirnah meingancam keiluarga anak korban yaknii pada 

harii Jum’at tanggal 14 Meii i 2021 se iki ira pukul 10.30 WIiB, ayah anak 

korban, iibu anak korban beise irta adiik teirdakwa dan adiik iipar ayah anak 

korban meindatangii rumah teirdakwa dan meinanyakan bahwa teirdakwa 

teilah meilakukan peirbuatan cabul teirhadap anak korban akan teitapii pada 

saat iitu teirdakwa tiidak meingakui i peirbuatannya dan malah meingusi ir 

meire ika se imua deingan cara meingambiil pi isau ke idalam kamarnya. Hal 

i inii di isampaiikan oleih iibu anak korban saat meimbeiri ikan keiteirangan dii 

pe irsi idangan peimbuktiian dan teirdakwa pun tiidak meimbantahnya. 

2. Tiidak me imiinta iizi in keipada orang tua anak korban untuk me ingajak anak 

korban jalan-jalan. Padahal waktu sudah meinunjukkan malam harii 

teitapii te irdakwa masiih be irsi ikeiras untuk meingajak anak korban jalan-

jalan. 

3. Pe irbuatan teirdakwa sudah diini iatkan leibi ih awal pada saat meinuju jalan 

pulang, diikare inakan jalan pada saat pulang dari i puncak ceimara teirse ibut 

meirupakan turunan, payudara anak korban meine impeil kei punggung 
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teirdakwa dan pahanya meineimpe il kei badan anak korban, seihi ingga 

tiimbul nafsu dan ni iat untuk me ilakukan pe irbuatan peileice ihan se iksual 

teirse ibut. 

4. Pada saat iibu anak korban meimbeiri ikan ke iteirangan, bahwa iibu anak 

korban meindapat iinformasii dari i i istrii te irdakwa kalau teirdakwa sudah 

se iri ing meilakukan peirbuatan peincabulan keipada anak-anak laiin yang 

sudah diitutupiinya se ilama iinii oleih ke iluarga iistri inya teirse ibut. Namun 

teirhadap ke iteirangan iini i te irdakwa meimbantah tiidak pe irnah meilakukan 

hal teirse ibut. Teitapii meinurut pe inuliis hal iini i peirlu untuk diibukti ikan 

de ingan cara meimanggiil iistri i teirdakwa untuk meimbeiri ikan keiteirangan 

teintang ke ibeinaran i informasii te irse ibut kare ina iinformasi i i inii di ibe iri ikan 

langsung darii i istri i teirdakwa yang meimbeiri i tahu iibu anak korban. 

Apabi ila teirbukti i teirdakwa teilah meilakukan pe irbuatan peincabulan maka 

i itu dapat meimbeiratkan teirdakwa kareina te ilah meilakukan peincabulan 

be irkalii-kalii walaupun keipada korban yang be irbeida. 

5. Bahwa pada saat keijadiian anak korban masiih be irumur 14 tahun yang 

be irartii anak korban masiih dalam keiadaan anak yang diibawah umur 

di itambah lagii dalam keiadaan meimiiliiki i keibutuhan khusus. Hal iini i sudah 

jeilas ti idak se isuaii de ingan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Teintang Peinyandang Diisabi iliitas yang meinyeibutkan : 

“Se ilaiin hak Peinyandang Diisabi iliitas seibagaiimana diimaksud pada ayat 

(1), anak peinyandang diisabiili itas meimiiliiki i hak: 

a. Me indapatkan peirliindungan khusus dari i di iskri imiinasi i, peine ilantaran, 

pe ileiceihan, eiksploi itasii, se irta keike irasan dan ke ijahatan seiksual;…….” 

Padahal sudah se iharusnya anak korban teirse ibut meindapatkan 

pe irliindungan khusus namun pada keinyataannya malah meindapatkan 

pe irlakuan peincabulan darii teirdakwa. 

Dari i pe injabaran keie inam poiin teirse ibut sudah se iharusnya cukup 

meimbe iratkan teirdakwa dalam meinjatuhkan voni is yang se isuai i de ingan apa 

yang teilah teirdakwa lakukan. Namun pada ke inyataannya, darii poi in-poiin 

teirse ibut tiidak diijadiikan hal-hal yang me imbeiratkan bagii teirdakwa dan 
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hanya diivoni is pi idana pe injara se ilama 8 tahun. Apabi ila keiadaan-keiadaan 

yang meimbeiratkan yang peinuliis jabarkan i itu juga diiteirapkan maka voniis 

hakiim keipada teirdakwa dapat meileibi ih dariipada apa yang diituntut oleih 

jaksa peinuntut umum. 

c. Pertimbangan Sosiologis 

Ke iadaan yang teirgolong peirtiimbangan sosi iologi is adalah latar beilakang 

di ilakukannya tiindak piidana, akiibat yang diiti imbulkan, keiadaan teirdakwa, 

ke iadaan eikonomi i dan liingkungan keiluarga teirdakwa, dan faktor agama. 

Dalam putusan hakiim peirkara nomor : 31/Pi id.Sus/2021/PN.Swl. Hal-hal 

yang meinjadii pe irtiimbangan hakiim adalah se ibagaii be iriikut: 

Ke iadaan yang meimbeiratkan: 

- Pe irbuatan Teirdakwa meini imbulkan trauma untuk Anak Korban; 

- Teirdakwa masiih me imiiliiki i hubungan ke ikeiluargaan deingan Anak 

Korban; 

Ke iadaan yang meiriingankan: 

- Teirdakwa meingakui i dan meinyeisali i pe irbuatannya seirta beirjanjii ti idak 

akan meingulangii peirbuatannya; 

- Teirdakwa beilum peirnah di ihukum; 

 

Putusan pe ingadiilan adalah peirnyataan haki im yang diiucapkan dalam 

si idang peingadi ian teirbuka, yang dapat be irupa peimiidanaan, beibas atau 

leipas dari i se igala tuntutan hukum dalam hal seirta meinurut cara yang diiatur 

dalam Undang-Undang. Putusan yang di ijatuhkan hakiim diimaksudkan 

untuk meingakhiiri i atau meinye ileisai ikan peirkara yang diiajukan keipadanya. 

Untuk meimutus suatu pe irkara piidana, maka teirleibi ih dahulu hakiim harus 

meime iriiksa pe irkara teirse ibut. Dalam meimbuat putusan seirta pe injatuhan 

sanksi i piidana teirhadap teirdakwa, hakiim harus meimi iliiki i peirtiimbangan 

yuri idiis dan non-yuri idi is. 

Selain dari pertimbangan yuridis adapun yang menjadi peirtiimbangan 

non-yuri idiis yang te irdi iri i darii latar beilakang pe irbuatan teirdakwa, kondi isi i 
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teirdakwa pada saat meilakukan keijahatan, akiibat-akiibat darii peirbuatan 

teirdakwa, se irta hal-hal laiin yang masuk dalam liingkaran tiindak piidana 

yang di ilakukan oleih te irdakwa. Haki im di ituntut untuk meimpunyaii 

ke iyakiinan deingan meingai itkan keiyakiinan iitu deingan cara dan alat-alat 

buktii yang sah se ihi ingga dapat meinciiptakan hukum yang beirdasarkan 

ke iadiilan yang teintunya tiidak  beirteintangan deingan sumbeir darii seigala 

hukum yaknii pancasiila. Putusan hakiim harus meime inuhii rasa keiadi ilan bagii 

se imua piihak. Untuk iitu seibe ilum meinjatuhkan putusan, hakiim harus 

meimpe irhatiikan aspeik ke iadiilan yaiitu darii si isi i pe ilaku, korban (dampak bagii 

korban) dan pada keipe intiingan masyarakat pada umumnya. 

Me irujuk darii Putusan Nomor 31/Piid.Sus/2021/PN.Swl yang diiteiliiti i 

oleih pe inuliis be irdasarkan fakta-fakta yang teirungkap diipe irsi idangan diise irtaii 

de ingan alat buktii yang sah se ipe irtii ke ite irangan saksii-saksi i, ke iteirangan 

teirdakwa, alat buktii surat yaknii Viisum E it Reipe irtum yang diidapatkan 

se ilama peirsi idangan beirlangsung, meimutuskan bahwa teirdakwa te ilah 

teirbukti i seicara sah dan meiyaki inkan beirsalah meilakukan tiindak piidana 

meilakukan keikeirasan teirhadap Anak untuk meilakukan peirbuatan cabul 

teirhadap korban yang masiih di ibawah umur. 

Be irdasarkan uraiian dii atas dapat diisi impulkan bahwa beirbagaii 

pe irtiimbangan hukum Hakiim Pe ingadiilan Neige irii Sawahlunto yang 

meime iriiksa dan meingadiili i peirkara Nomor 31/Pi id.Sus/2021/PN.Swl, harus 

se isuai i deingan pe irundang-undangan yang teirkai it dan harus beirdasarkan 

alat buktii, pe irtiimbangan yuriidi is, sosi iologi is dan fi ilosofiis maupun fakta 

pe irsi idangan yang meindukung dalam pe irsi idangan teirse ibut, dan jeilas 

meingacu pada surat dakwaan jaksa peinuntut umum. 

 

B. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang 

Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Pidana Islam 

Dalam peinge irtiian Iislam, anak adalah tiitiipan Allah SWT keipada keidua 

orang tua, masyarakat bangsa dan neigara yang ke ilak akan meimakmurkan 

duni ia seibagaii rahmatan li il‘alami iiin dan se ibagaii peiwari is ajaran Iislam 



45 
 

 
 

pe ingeirti ian iini i meingandung artii bahwa se itiiap anak yang diilahiirkan harus 

di iakuii, diiyaki inii, dan diiamankan seibagaii iimpleimeintasi i amalan yang diite iriima 

oleih orang tua, masyarakat , bangsa dan Ne igara. Seisuaii ayat Al-Qur’an Surah 

Al-Isra ayat 23 yang beirbunyi i: 

54  أ وْل َٰد كُم مِ نٍْ إِمْل َٰقٍ 
نًاٍۖ و ل ٍ ت  قْتُ لُوٓاٍ  يْنٍِ إِحْس َٰ لِد   و بٍِٱلْو َٰ

 

Arti inya: “beirbuat bai iklah teirhadap ke idua orang i ibu bapak, dan 

janganlah kamu meimbunuh anak-anak kamu kare ina takut keimi iski inan,” 

 

Salah satu hadiits yang be irkai itan deingan anak juga meinyeibutkan yang 

artiinya: “Nabii SAW be irsabda: “Muliiakanlah anak-anak kaliian dan ajariilah 

meire ika tata krama.” (HR. Iibnu Majah). 

Se isuai i de ingan pe irmasalahan yang peinuliis te iliitii yai itu ke ike irasan se iksual 

(pe incabulan) teirhadap anak. Tiidak se idi ikiit anak-anak yang meindapatkan 

pe irlakuan yang baiik. Ke ibanyakan darii me ireika justru meindapatkan peirlakuan 

yang tiidak se iharusnya me ireika alamii se ibagaii anak dari i orang tuanya seindi irii. 

bahkan tiidak jarang orang tua teiga me ilakukan tiindakan keike irasan fiii isk 

maupun veirbal teirhadap anaknya, seipe irti i kasus yang peinuliis angkat dalam 

putusan peingadi ilan teirse ibut diiatas. 

Dalam hal iinii se ipe irtii yang diise ibutkan se ibeilumnya anak-anak seindi iri i 

haruslah diiliindungi i teirleibi ih teirhadap anak yang meimiili ikii ke ibutuhan khusus. 

Dalam undang-undang yang teilah diise ibutkan dii peimbahasan seibe ilumnya 

meinye ibutkan anak-anak yang meimiili ikii ke ibutuhan khusus haruslah di ili indungii 

darii se igala macam beintuk peileice ihan, keike irasan seiksual, dan laiin-laiin yang 

be irsi ifat meirugi ikan dan meingganggu tumbuh ke imbang anak iitu se indiiri i. 

Pe irbuatan peile iceihan se iksual (peincabulan) se indi irii dapat diikateigori ikan 

ke ipada suatu peirbuatan yang meindeikatii ke ipada peirbuatan peirziinahan. 

Bahkan Allah seindi irii te ilah meinurunkan ayat agar jangan peirnah meindeikatii 

pe irbuatan ziina iitu se indi iri i. Se isuaii yang di isampaiikan Allah SWT dalam 

fi irman-Nya yang beirbunyi i: 

 
54 Surah Al-An’am Ayat 151 
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 ٱلز نِ ٍٍَٰٓۖ إِنَّهٍۥٍُ ك انٍ  ف َٰحِش ةًٍ و س اءٍٓ  س بِيل55ًٍ
 و ل ٍ ت  قْر بوُاٍ 

 

Arti inya: “Dan janganlah kamu meinde ikati i zi ina, se isungguhnya zi ina i itu 

adalah suatu peirbuatan yang keiji i. Dan suatu jalan yang buruk.” 

 

Me inurut peinafsi iran ayat diiatas yang di ilakukan oleih Ke imeinte iriian 

Agama Reipubliik Iindoneisi ia, bahwa janganlah kamu meinde ikatii ziina deingan 

meilakukan peirbuatan yang dapat meirangsang atau meinjeirumuskan ke ipada 

pe irbuatan ziina; se isungguhnya ziina i itu adalah suatu peirbuatan yang keijii, yang 

meindatangkan peinyakiit dan meirusak keiturunan, dan suatu jalan yang buruk 

yang meinye ibabkan peilakunya diisi iksa dalam neiraka. Dan janganlah kamu 

meimbunuh jiiwa yang diiharamkan Allah meimbunuhnya, keicualii deingan suatu 

alasan yang beinar, miisalnya atas dasar meinjatuhkan hukum qiisas. Dan barang 

si iapa diibunuh se icara zaliim, bukan kareina seibab yang beirsi ifat syariiat, maka 

se isungguhnya kamii te ilah meimbeiri i keikuasaan keipada ahlii wariisnya, untuk 

meinuntut qi isas atau meimi inta gantii rugi i ke ipada peimbunuhnya, atau 

meimaafkanya, teitapii janganlah ahlii wariis i itu meilampauii batas dalam 

meimbunuh, yakni i dalam meinuntut me imbunuh apalagii meilakukan 

pe imbunuhan deingan maiin haki im seindi iri i. se isungguhnya i ia adalah orang yang 

meindapat peirtolongan darii si isi i Allah SWT deingan ke iteitapan hukum-Nya 

yang adiil.56 

Se ijauh yang peinuliis te iliiti i, teirkaiit sanksi i yang diibe iri ikan keipada peilaku 

ke ikeirasan se iksual (peincabulan) iitu seindi irii masi ih be ilum diiteintukan seicara 

jeilas baiik iitu dalam Al-Qur’an maupun Hadiits. Para ulama pun seipakat 

pe irbuatan iini i me irupakan peimbahasan yang baru muncul walaupun sudah ada 

di i zaman Rasulullah SAW, teitapii leibi ih condong keipada peirbuatan yang patut 

di ibeiri ikan sanksii ta’ziir. Adapun sanksi i ta’zi ir yang diibeiri ikan diiteintukan dan 

di iputus meinjadii weiwe inang hakiim dan pe inguasa seiteimpat. Dalam hal iinii 

pe incabulan teirmasuk jariimah ta’zi ir kare ina tiidak di ise ibutkan deingan teirpe iriincii 

dalam Al-Qur’an. 

 
55 Surah Al-Isra Ayat 32 
56 Tafsirweb, “Surat Al-Isra Ayat 32 Arab Latin”, Tafsirweb.Com, Diakses Pada 12 Maret 

2023 Https://Tafsirweb.Com/4636-Surat-Al-Isra-Ayat-32.Html 
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Se ilaiin i itu, pe iriilaku ke ikeirasan se iksual (pe incabulan) teirhadap anak 

meirupakan suatu hal yang tiidak beirke ise isuaiian deingan tujuan hukum syariiat 

i itu seindi iri i.Se ipeirti i yang diisampaiikan oleih As-Syati ibi i yang diise ibut se ibagaii 

maqashi id syari iah yakni i, me imeiliihara agama, jiiwa, akal, keihormatan dan 

ke iturunan.57 Se inada deingan Asy-Syati ibii, meinurut Wahbah Az-Zuhaiilii, 

meinye ibuatkan bahwa tiindakan peincabulan masuk ke ipada tiindak piidana atas 

ke ihormatan deingan meimbeiri ikan hukuman ta’ziir.58 Seihi ingga darii munculnya 

pe irbuatan keike irasan se iksual (peincabulan) teirhadap anak iitu seindi iri i teilah 

meinci iptakan rasa keiti idakteinteiraman dan meingancam keimaslahatan umat 

manusiia bai ik di i duni ia dan diiakhi irat de ingan hiilangnya keite irpeili iharaan 

ke ihormatan. 

Dalam Hukum Iislam tiindak piidana peincabulan meirupakan jariimah 

ta’zi ir, kareina dalam hal iini i jariimah peincabulan tiidak diiatur diidalam al-

Quran dan al-Hadiis se ibagaiimana jariimah had. Dalam hal iini i jariimah 

pe incabulan meirupakan jariimah ta’zi ir yang beirkaiitan deingan ke ijahatan 

teirhadap keihormatan dan keirusakan akhlak. Meinge inaii tiindak pi idana iinii 

hukum Iislam tiidak me ingaturnya se icara spe isi ifiik, ti indak pi idana peincabulan 

di ianalogiikan de ingan peirbuatan yang meinde ikatii 

Di iatur dalam Al Quran, Surah An-Nur ayat 2 : 

تُمْ  وا كُلَّ اجْلِدُ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فَ  هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلََ تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْةٌ فِ دِينِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ  وَاحِدٍ مِن ْ

للََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ تُ ؤْمِنُونَ بِِ   

Arti inya : “ Peireimpuan yang be irzi ina dan lakii-lakii yang beirzi ina, maka 

de iralah tiiap-ti iap se iorang dari i ke iduanya se iratus dali i de ira, dan janganlah 

be ilas kasi ihan pada ke iduanya me inceigah kamu untuk (me injalankan) agama 

Allah, jiika kamu beiri iman pada Allah, dan hari i akhiirat, dan he indaklah 

 
57 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 213. 
58 Muhammad Ridho Siregar, “Hpi Perspective Child Abuse Analysis”, Jurnal El-Thawalib, 

Vol. 3 No.3 (Agustus, 2022), 713. 
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(pe ilaksanaan) hukuman me ire ika diisaksi ikan oleih se ikumpulan orang-orang 

yang beiri iman.”59 

Tujuan diibe iri ikannya hak peine intuan jari imah-jari imah ta'ziir dan 

hukumannya keipada peinguasa adalah agar meireika dapat meingatur 

masyarakat dan meimeiliihara ke ipeinti ingan-keipe intiingannya, se irta biisa 

meinghadapii de ingan seibai ik-baiiknya se itiiap ke iadaan yang beirsi ifat meindadak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Surah An-Nur ayat 2 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be irdasarkan peinjeilasan dan pe imbahasan yang pe ine iliitii bahas dalam 

skri ipsi i i inii, maka diidapatiilah suatu keisi impulan seibagaii be iriikut: 

1. Dasar Pe irtiimbangan Hakiim Pada Sanksi i Pi idana Teirhadap Peilaku 

Ke ike irasan Seiksual (Pe incabulan) Anak Yang Beirke ibutuhan Khusus (Studi i 

Putusan No. 31/Pi id.Sus/2021/PN.Swl). Se icara yuriidi is adalah teirdakwa 

teirbukti i meilanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E i  Nomor 17 Tahun 2016 

teintang Pe irubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Teintang 

Pe irliindungan Anak. Adapun se icara sosiiologi is bahwa teirdakwa meirupakan 

ke irabat korban dan meini imbulkan trauma, meiliiputi i teirdakwa meilakukan 

ke ikeirasan, me imaksa, meilakukan tiipu musli ihat, meilakukan seirangkaiian 

ke ibohongan, atau meimbujuk anak untuk me ilakukan peirbuatan cabul. 

Ke imudiian se icara fiilosofiis me iniilaii bahwa piidana peinjara seilama 8 

(de ilapan) tahun masiih be ilum meimbeiri ikan rasa keiadi ilan teirhadap korban 

khususnya ke ipada keiluarga korban diikareinakan peincabulan teirse ibut tiidak 

se isuai i deingan ni ilaii agama, keiadiilan dan hak asasii manusi ia. 

2. Sanksi i bagii peilaku peincabulan teirhadap anak yang beirkeibutuhan khusus 

meinurut hukum pi idana Iislam diikateigori ikan jari imah ta’zi ir, hukuman bagi i 

pe ilaku peincabulan diibe iriikan ke ipada uliil amrii.  Di ikareinakan peincabulan 

tiidak di iatur seicara jeilas di idalam al-Quran dan al-Hadiis se ibagai imana 

jari imah had. Se ilai in i itu peincabulan diikateigori ikan se ibagaii beintuk ke ijahatan 

yang beirkai itan deingan ke ihormatan dan keirusakan akhlak. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana 

Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual 

(Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor: 

31/Pid.Sus/2021/PN.Swl., maka dengan itu penulis memberikan saran yang 

merupakan sebagai  berikut: 

1. Bagi setiap keluarga terlebih lagi kepada orang tua, untuk selalu menjaga 

anaknya terutama anak yang masih kecil atau anak yang memiliki 

kebutuhan khusus agar tetap dalam jangkauan. Serta memberikan 

pemahaman kepada setiap anak untuk lebih berhati-hati kepada setiap 

orang yang tidak dikenali agar tidak terlalu mudah percaya, sehingga hal 

tersebut dapat memberikan kewaspadaan dan tidak terulangnya perbuatan 

yang tidak diinginkan. 

2. Bagi setiap orang hendaknya menjaga pandangan dan untuk tidak 

terjerumus kepada hawa nafsu karena setiap pergerakan kita selalu diawasi 

oleh Allah SWT dan hendaknya selalu menjauhi hal-hal yang berbau 

maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada neraka. 
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